PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 3TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat

(5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, diatur bahwa
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap serta Anggota Badan
Kehormatan di pillh dan ditetapkan dalam rapat paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan wusul dari
masing-masing fraksi;

bahwa pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-
2029, telah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,
14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

Membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan
susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU yaitu:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan
Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD
terhadap sumpah/janji dan/atau Kode Etik DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas
pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau
masyarakat;

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil
penyelidikan, verifikasi, dan Kklarifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD; dan

e. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun
anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa
jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.



KETIGA : Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat
kelengkapan lainnya  dapat  dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

KEEMPAT :  Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 3 UCT 2024

KETUA,

%

H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bupati Bantul;

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul,;

Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul;

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.




